ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Kontroversi Kriminalisasi Nikah Siri dalam Perspektif
Magqasid Syari’ah: Studi Kasus di Indonesia” ini ditulis oleh Ubaidatur
Roziqoh, NIM. 1860102223282, Program Studi Hukum Kelurga islam,
Fakultas Syari’ah dan [lmu Hukum, dengan pembimbing Dr. Qomarul Huda,
M.Ag.
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Penelitian ini diletarbelakangi oleh sebuah fenomena praktik nikah siri yang
menjadi media untuk melakukan poligami liar, dalam pernikahan tersebut terdapat
unsur kebohongan atau penipuan. Dengan munculnya amandemen KUHP Pasal
402 yang berpotensi mengkriminalisasi praktik nikah siri sehingga menimbulkan
perdebatan yang meluas di tengah masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengertian tentang (1) pengaturan
hukum terhadap nikah siri dalam sistem hukum Indonesia ditinjau dari perspektif
pluralisme hukum, (2) kriminalisasi nikah siri dalam system hukum Indonesia
perspektif maqasid syari’ah

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data primer
dalam penelitian ini bersumber dari undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang
kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, serta kompilasi hukum islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan hukum nikah siri di
Indonesia menunjukkan pola pluralisme hukum yang lemah (weak legal pluralism):
negara mengakui keabsahan substantif hukum Islam dalam perkawinan, namun
menempatkan pencatatan sebagai instrumen administratif yang menentukan
pengakuan hukum penuh, sehingga muncul ruang interlegalitas yang menempatkan
perempuan dan anak dalam posisi hukum yang tidak pasti. (2) melalui pendekatan
enam fitur sistem maqasid syari'ah Jasser Auda (kognitif, kemenyeluruhan,
keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensionalitas, dan kebermaksudan),
kriminalisasi nikah siri melalui Pasal 402 KUHP menunjukkan keselarasan yang
bersifat bersyarat, bukan mutlak, dengan maqasid syari'ah. Kebijakan ini berpotensi
melindungi kemaslahatan keluarga apabila diterapkan secara terbatas dan
proporsional, namun berisiko menimbulkan mafsadah baru seperti semakin
tersembunyinya praktik nikah siri, stigmatisasi terhadap perempuan, dan penerapan
hukum yang selektif apabila diterapkan secara luas tanpa diimbangi kebijakan non-
pidana seperti kemudahan itsbat nikah dan edukasi hukum masyarakat.
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ABSTRACT

This thesis, titled “The Controversy Over the Criminalization of Unregistered
Marriages from the Perspective of Maqasid al-Shari’ah: A Case Study in
Indonesia,” was written by Ubaidatur Roziqoh, Student ID No.
1860102223282, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia and Law,
under the supervision of Dr. Qomarul Huda, M.Ag.
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This study is motivated by the phenomeon of unregistered marriages, which

have become a means of engaging in unauthorized polygamy, where such marriages

involve elements of deception or fraud. With the proposed amendement to article

402 of the criminal code, which could potentially criminalize the practice of

unregistered marriages, this has sparked widespread dabate within society. This

study aims to analyze the couses of the controversy surrounding the criminalization
of nikah siri in society and to analyze the status of nikah siri according to Islamic
law and positive law from the perspective of maqasid syari’ah.

This study is a literature review that employs a qualitative approach using
descriptive analytical methods. The primary data in this study are drawn from lam
No. 1 of 2023 on the criminal code, law No. 1 of 1974 on marriage, and the
compilation of Islamic law.

The results of the study indicate that the controversy surrounding the
criminalization of nikah siri is driven by four main factors: the presence of
fraudulent elements in the practice of nikah siri, the need to protect women and
children, the need for administrative order and legal certainty, and shifts in social
values within modern society. From the perspective of maqasid syari'ah, the
practice of nikah siri without official registration has the potential to disregard three
fundamental principles: hifz al-nasl (preserving lineage), hifz al-mal (preserving
wealth), and hifz al-'ird (preserving honor). Therefore, the criminalization of nikah
sir1, when carried out proportionally, aligns with the objectives of maqgasid syari'ah
in realizing public interest and preventing harm to families and society.
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